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Penegakan hukum Kode Etik Profesi dilakukan dengan sidang Komisi Kode
Etik Polri (KKEP) kemudian dijatuhkan putusan Pemberhentian Dengan Tidak
Hormat (PTDH), namun dengan adanya Surat Telegram dari Kapolda Aceh Nomor
ST/788/X/2014, sehingga dikeluarkan putusan pengganti sesuai Nomor:
Kep/190/V/2022 dengan memberikan hukuman berupa dipindahtugaskan ke
wilayah berbeda yang bersifat demosi selama sembilan tahun.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penegakan
hukum, faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum, dan upaya
yang dilakukan dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi terhadap anggota Polri
yang telah terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres
Lhokseumawe.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yuridis
empiris, dan bersifat preskriptif analisis. Sumber data berdasarkan data primer dan
sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan yang terkait dengan penegakan hukum kode etik profesi
terhadap anggota Polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di Polres Lhokseumawe.

Proses penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran kode etik kepolisian
dalam penyalahgunaan narkotika di Polres Lhokseumawe vyaitu: melakukan
pemeriksaan pendahuluan, pelaksanaan sidang KKEP dan pemberian sanksi
administratif berupa PTDH. Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan
hukum pidana terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan
narkotika di Polres Lhokseumawe adalah faktor substansi hukum, faktor struktural
hukum dan faktor budaya hukum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi sulitnya
dalam penegakan hukum pidana yaitu: upaya preventif dan upaya represif.

Rekomendasi yang penulis berikan kepada Polres Lhokseumawe agar lebih
proaktif terhadap anggotanya dalam menangani kasus kode etik profesi polri
sehingga penegakan hukum tersebut menjadi lebih lancar. Kepada anggota Polri
agar dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, selain itu
juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat sebagaimana yang tertuang
dalam peraturan anggota Polri tersebut agar terhindar dari perilaku tercela yang bisa
mencoreng citra dan martabat institusi Kepolisian.
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